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BAB III 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung 

Merapi 

Berdasakan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, 

bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi adalah 

patroli rutin, sistem perijinan yang diperketat, sistem zonasi, dan upaya 

pencegahan kebakaran.  

2. Hambatan yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum   

Di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pelanggaran yang 

sering terjadi adalah kegiatan merumput yang dilakukan oleh warga sekitar 

Taman Nasional, kegiatan berkemah yang dilakukan diluar area yang 

ditentukan.  

Terjadinya beberapa pelanggaran di atas dikarenakan kurangnya 

sumber daya manusia di balai Taman Nasional Gunung Merapi yang 

mengakibatkan patroli jarang dilakukan, medan yang dihadapi masih susah 

dilalui kendaraan, belum terwujudnya sistem zonasi yang riil di lapangan dan 

kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian ekosistem di kawasan 

Taman Nasional Gunung Merapi belum sepenuhnya ada. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan penulis yaitu : 

1. Balai Taman Nasional Gunung Merapi seharusnya memperbanyak 

penyuluhan di kelompok masyarakat yang tingal disekitar Taman Nasional 

Gunung Merapi untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap kelestarian alam dan untuk sarana sosialisasi program dari Balai 

Taman Nasional agar masyarakat merasa ikut ambil bagian. 

2. Balai Taman Nasional seharusnya memperbanyak kerja sama dengan 

penduduk desa sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, agar 

pengawasan terhadap hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi 

dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kerja sama antara Balai Taman 

Nasional Gunung Merapi dan masyarakat sekitar yang sudah mengenal 

medan diharapkan kegiatan patroli dapat ditingkatkan lagi. Dalam 

memberikan perlindungan terhadap kawasan taman nasional.  

3. Balai Taman Nasional Gunung Merapi seharusnya lebih tegas lagi dalam 

menindak kelompok – kelompok yang berkemah diluar area yang sudah 

ditentukan, supaya mereka tidak mengulangi lagi dan hutan tetap terjaga 

dari ancaman kerusakan.     
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